SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN
KOMIS| PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
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TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISAS| DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAY A TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUNM KOTA SURABAY A

Menimbang 4. bahwa dalam rargka melaksanaxan kelentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang
Momor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeriniah Pengganti
Jndang-Lindang Momer 1 Tahun 2014 tertang Pemilihan Gubermur, Bupat dan
Walikota menjed: Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Mamer 8 Tahun 2015

b banwa dalam rargks melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayal (2) Peraturan Kom'si
Femilthan Umum Momaor 5§ Tahur 2015 tentang Sosialsasi dan Parfisipasi
Masyarakal dzlam Pemilhan Gubemar dan Wakil Gubsenur, Bupati dan Wakil
Bupati, danfatau Walikata dan Walil Walixota;:

. bahwa berdasarkan perbmbangan sabagaimana dimaksud dalam hurufl a dan b
peru menetagkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kots Surabaya tentang
Pedaman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakal daam
Pemilihan Walikolz dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015,

Mengingat 1 Undang-Undang Momor 18 Tahun 1950 tentang Pembeniukan Daersh Kots
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur { Jawa Tengah { Jawa Barat dan
Daerah |simewa Yogyakarta sebagaimana talan diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 1985 (Lembaran Megara Tahun 1885 Momor 15 Tambahan
Lembaran Negara Momor 2730)

¢, Undang-Undang Momar 18 Tahun 2311 tentang Penyelengoara Pemitihan Umum
(Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2011 Momaor 101, Tambahar
Lembaran Negara Republik [ndenesia Nomar 5246);

3 Undang-Undang Momar 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Fengganti Undang-Undang Momar 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,
Bupati dar Walkota menadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republis
Indonesia Tahun 2015 Momar 23, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Momer 5856) sebagaimana felah diubah dengan Urdang-Undang
Nomor & Tahun 2015 (Lembaran Megara Sepublik Indonesia Tahun 2015 Momor
a7, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5578);

4. Peraturan Komisi Pemiliben Umum Nemor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Kemis: Pemilihar Umum Provinsi, dan Kamisi Pemilihan
Urnum Kabupaten/<ola sebagaimana telah beberapa kali diubab, tarakhic dangan
Peraturan Komizi Pemilthan Umum Momor 09 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momer 08 Tahun 2008 fentang Susunan
Crganisasi dan Tala Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
sekretarial Komisi Pemiliban Umum Provingl, dan Sekretanat Komisi Pemilihan



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Salinan aﬁu;
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Umum KabupatenMota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Femilihan Umum Nomar 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nemor 2 Tahun 2015 tantang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 5 Tahun 2015 tentanyg Sosialisasi dan

Fartisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubemur dan 'Wakil Gubemur, Bupati dan
Walkil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomar 1/Kpts/KPU-Kola-

0143299452015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota aurabaya Tahun 2015,

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemiihan Umum Kota Surabaya fanggal
14 Mei 2015,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASH MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN £015.

Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisabkan
dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan atau hakhal lain akan diadakan perbaikan atau
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi SURABAY A
Fada Tanggal 1% Mei 2015
KOMISI PEMILIHAMN LIMUN

KOTA SURABAYA
KETUA

ttd
ROBIYAN ARIFIN, SH., MH,

ingan aslinya

N LIMLUM

Drh, SUNARNO ARISTONO, M.S
PEMBINA TK. |
Nip. 19710202 198602 1 001



LANPIZAN 1

KEPUTUSAN KOMIG! PEMILIHAN  UMUM. KOTS
SURABAYA NOMOR 7/Kpbs/KPU-Kota-014.220045/205
TENTANG  FEDOMAMN  TEENIS  PELAKSANAAN
SOSIALISAS]  DAN  PARTISIPASI  MASYARAKAT
CALAM  PEMICIMAN  WALIKCTA  DAN skl
WALIKOTA SURARAYA TARLN 20153

BAE |
FENDAHULUAN

A, PENDAHULUAN

Sosialisas! sebaga salah salu program pada tahapan persizoan dalam penyelenggaraar Pemilibar

Walikols dan Wakil Walikota Surabaya, adalah proses penyampaian informas: lentang farapa: gan program

senyelengaarzan Pemiliban Parbispasi masyarakal acalah kelerlibsian perarangan davalau kelompok

masyarakal dalam penyeenggarazn Pemilihan, antara lain pendaftaran Pemantau Pemilizan yang uga

ermastk sebagai salah salu satu program pade lahapan persiapan dalam penyelenggaraan Pemilican

Adaoun luuan yang ingin dicapal dengan diestapannye kepulusan ini adalah sebagal pedaman bag

penyekznggara Pemilthan \Walketa dan Wakil Walikota Surabaya untuk;

1

manyebarldaskan informasi menganai tahapan, jedwa’ dan program Femilinan;

2. meningkatkan pengetanuan pemahaman dan sesadaren masyarakat lenlarg hak dan

3

kewsajban dalam Pamilihan

meninckatkan sarl sipasi Pemilit dalam Pamilihan,

B. PENGERTIAN

Dalam kepuiusan in: yang dimaksod cengan;

1,

o ]

Familihan Walisola dan Wakil Walikota Surabaya, selanjutaya disebul Femilhar, adaan
pelakzanaan kedaulatan rakyal & wilayah Kola Surabays unlus mamilth Walisota can

Wakil Wal kota Surabaya sacara largzung dan demcirabs,

semilinan wmum yarg barsifal nasional, txap, dan mandir sebagaimara dimaksud da s
undang-undang peryelenggars pemilhan umum dan dibensan tugas dan wewsneng
dalam peryelenggaraan Pemilihen berdasarkan kelenluan yang diatur undang-undeng

Pemilinan,

armisi Hemilihan Urum Frovinsi Jawa Timur, selan utava disebul KPU Frovinst adalab
lermbaga penys enggara pemilhan umum sehagaimana dmaksud dalam undang-uncang
penyaEnggara pemiihan umum yang diberikan twgas menyelengaarakan  Pemihar
Guberrur dan Wakil Gubemur berdasarkan ketentuan yang distur dalam undang-uncang

Femilinan,

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, selanutiya disebur KPU #olz, adaan lembaga

penyssnggara  pemilihan umum  sebageimana  dimaksud  dalam undang-tindang
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12,

13,

14.

13

16.

penyelenggara pemifiben umum yang diberkan tugas menyelengoarakan Pemiliban
Wallkota dan Wakil Walikela bardasarkan ketertuan yang diatur dalam undang-undang
Familihan

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjuthya disingkat BPK, adalah panitia yang dibantuk

oleh KPJ Kota Surabaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tirgkat kecamatan.

Panita Pemungutar Suara, selanjutnyva dsingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk alah
KPU Kaota urgbaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingxat kelurahan,

Pasangan Calon adaiah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya

yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 ilujuh belas) tahun atay
sudahipemah kawin yang terdaftar dalam Pamilinan,

Informasi  Pemilihan adalah informesi mergenai sistem, tata cara teknis dan Rasi

panyelenggaraan Pemilihan,

Sosiglisasi Panyelenggarasn Pemilihan, selanjulnya disebut  Sosialisasi Pemilthan,
acelan proses penyampaian informasi tentang tanapan dan program penyelanggaraan
Pemilihan.

. Partisipasi Masyarakat adalah ketedibatan perorangan danfatau kelompok masyarakat

dalam panyelenggaraan Femilinan.

Pendidikan  Palitk  bag:  Pemilin, adalsh  proses penyampaian informasi kepada
Pemilin untuk meningkatkan pengetanuan, permahaman dan kesadaran Pemilin tentang

Femilibian.

Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantay pe'aksanaan
Pemilinan.

Pemantau Pemilihan Dalam Meger adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di
Pemerintah yang mendafiar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provingi atau

KFLU Kota Surabaya untuk melakukar pamantauan Pemilinan.

Femanlau Pemiinan Asing zdalah lembaga dari luar negen yang mendafiar dan lelah

memperalen akreditasi dan KPU uniuk melakukan Pemantauan Pemilihan,

Akreditasi adalah pengesahan yang diberkan cleh KPU, KPU dan KPU Kota kepada
Pemantau Pemilihan  yang  lelah  memenuhi persyaratan yang ditetapkan cleh KPU
bagi Pemantau Pemilihan Asing. KPU Frovinsi dan KPU Kota Suebaya bagi Pemantau

Familihan Dalam Megeri.

. Survei atau Jajak Pendapat Pemilinan adalak pengumpulan infarmasiipendapal

masyarakal {entang proses penyelenggaraan Pemilinan, peserta Pemiliban, perilaky

Femilih atau hal zin terkait Pemilinan dengan menggunakan metedologi fertenty
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18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilinan adalah xegiatan penghitungan suara secara cepal

dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metadologl tertanty,

19. Dewan Efik adalah «elompok kerja yang terdin dari ahli dan'stau pinak yang ditetaokan
oleh KPU Kota Surabaya untuk memeriksa dan memutuskan dugaan aelanggaran yang
dilakukan oleh lambaga Survs! alau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat,

20 Hari adalah hari kalender.

C. FRINSIF PENYELENGGARA PEMILIHAN
Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota aurabaya, panyelenggara
Femilihan berpadoman pada asas;

mandini;

e~

ujur

adil:

X g

kepastian hukum;
g tertib;

f.  kepentingan umum;
J. kelerbukaan;

N proporsionalitas;

I profesionalitas;

|, akuntabilitas;

k. afisiensi dan

I efekiivlas,

D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Momor 16 Tahun 1950 ientang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur | Jawa Tengah { Jawa Barat dan Dasrah lstimews Yogyakaria
sebagaimana te'ah diubah dergan Undang - Undang Momar 2 tahun 1965 (Lembaran Negara
Tahur 1965 Nomar 19 Tambahan Lembaran Magara Komor 2730

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 fentang Penyelenggara Pemilinan Urmum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Momor 101, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indoresia Nomar 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubernur, Bupat dan Walikola menjadi
Undang-Undang (Lembasan Megara Sepublik Indoresia Tahun 2015 Momor 23 Tambahan
Lembaran Magara Republik Indoresia Nomor 5655} sebagaimana felah diubah dengan Undang-
Jndang Momar 8 Tahun 2075 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2015 Momaor &7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomar 5678);
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Peraturan Komisi Pamilhan Lmum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kera Kamisi Pemilinan
Umum, Komisi Pemidlihan Umum Proving, dan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana lelah beberapa kali diubah, teraknic dengan Peraturan Komisi Pemilinan Umum
Nomor 01 Tahun 2040

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Keria Sekretarial Jenderal Komisi Pemithan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihen Umum
Provinsi, dan Sekretaniat Komis! Pemilihan Umum Kabupatenfota sebagaimana telah diubah
dengan Feraturan Komisi Pemilihan Umum Momar 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Limum Momar 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Frogram dan Jadwal
Penyeienggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
VWalikota dan Wakil Wal kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Momor & Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupali, sers
Walikata dan Wakil Wallkota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/EotsMPU-Kota-014, 32094512015
Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Surabaya Tahun 2015,

BAB ||
SOSIALISASI PEMILIHAN

A, SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1) Sasaran dalam pelaksanzan Sosialisasi Pemiliban, maliput KOmponen:

& Masyaraxat umum;

L=

Pemilih pemuta meliput remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adal;

= S

. Kelompok media massa:

T

Parai politik;

-

Pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negen dan Pemantau Pemilihan Azing:

Crganisasi kemasyarakatan;

. Crganisasi keagamaan;

Kalompeok adat;
I Instansi pemennlab;
% Parlai peliix; dans/atau

I, Pemilih dengan kebutuhan khusus.

2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf |,

mancakup penyandang disadilites, masyarakal di- wilayah perbatasan atau terpanci,



Il Dalam mencapai seluruh xelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam romawi |

Qg

penghuni lembaga permasyarakaten, pasien dan ekera rumah saxit pekerja tambang
lzpas pantai. perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

KPU Kota dibanty oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.

mo1

KPU Kota melaksanakan Sesialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik baai Pemilih,

Z) PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilhan dan/atau yang berkatan dengan

tugas dan wewenangnya kepada masyarakat,

B. MATERI SOSIALISAS! PEMILIHAN

iater Sosialisasi Femilhan mencakup;

a Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yarg terdin dari

1. Pemutaxhiran data dan daftar Pemilik
. Percalonan dalam Pemilihan

. Kampanye dalam Femilihan:

2

3

4. Dana kampanye peserta Pemilihan;

2. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suars Pemiliban dan
B

. Penetapan Pasangan Calon lerpilih dalam Pemilinan.

b. Materi lain tarkait tahapan penyelengaarazn Pemilihan.

i

2

Maleri sosialisasi pemutakhirar data Pemilih  dan penyusunan daftar  Pamilih
sebagaimana dimaksud dalam romawi | huruf 8 angka 1, meligus:

& Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilin;

t. Tahapan dan jadwal pemutzkhiran dan penyusunan daftar Pemilih:

¢. Peran serta masyarakat dan partai politix dalam pemutakhiran data: dan

d. Penyusunan daftar Pamilh.

Mater! sosialisasi percalonan sebagaimana dimaksud dalam romawi | hunsf 2 angka 2,
mehpuli;

2. Jadwa' pencalonan Pasangan Calan;

b. Persyaratan pencalonzn bagi Pasangan Calon;

. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon

o T

Penatapan Pasangan Calon

e. Pengundian dan penetapan nomaor urul Pasangan Calon

Mater sosialisesi ampanye sebagaimana dimaksud dalam romawi | huruf a angsa 3
maelipai;

3. Ketenluan kampanya

b. Jadwal kampanye;

. Visli, misi dan program kerjg Pasangan Calon.

iateri sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam romawd | huruf a angka
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4, meliputi

a. Jadwal penyampaian laporan dana Kampanys,
b. Jenis laporan dana Kampanys;

. Penyusunan laparan dana kampanye;

d. Audit dan hasi audit dana kempanye

Materi sosialisasi pemungutan. perghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi | huruf a angka 5, meliput;

a. Tata cara pemungulan suars;

b. Tata cara penghitungan suara;

¢. Rekapitulzsi hasil penghitungan suara;

d. Pengumuman hasil Pemilihan

C. METODE SOSIALISASI

Metode yang digunakan dalam menyampaikan mater Soslalsasi Pemilhan sebagaimana

dimaksud dalam huruf B romaw I, dilakukan melalui:

a.
b

.,

Karmunikasi talap muka

Media massa;

Bahan sosialisasi;

Mobilisasi sosial;

Pemanfaatan budaya lokaditradisional;
Laman KPU Kota;

Papan pengumuman KPU Kola;
Media sosial

Media kreasi: dan/atau

Benluk lain vang memudahxan masyarakat untuk dapat menerima Infermasi Pemilinan
dengan baik.

Komunikasi talap muxa sabagaimana dimaksud dalam romawi | huruf a, dapal berups

pertamuan dalam bentuk:

a.
b,

c
d.

Dreskusi;

Seminar,
Workshop;

Rapal kerja;
Pelatihan,
Ceramgh;
cimutasi; dan'atau

Metoda tatap muka lainnya

Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam romawi |

huruf b dilakukan pada:



8. media massa cetak; dan/atay
b. media massa elektronk meliputi
radio;
2. televisi; dandatau

3. media dalam jaringan {online).

2| Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui:
8. lulisan;
b. gambar;
C. suara; danfatau
d. audiovisual,
I Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dmaksud dalam romawi |
huraf ¢, lerdin atas:
a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi
1, brosur,
igafal
pamiiet
aookiel

pastar;

L e Ll s

folder; dan/atau

£

b |

shiker

b. pemasangan alat paraga sosialisas: meliputi
1. spanduk;

banner;

baling

billbaard\videotron, danlatay

umbul-umbul,

h  f= L me

¢. penyebaran bahan alau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnys,

¥ Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam romawi | huruf | yaitu media sosialisasi melaldi
Kesenian, melputi:
a. kesenian tradisional;
. modearn;
Kartemporer,

seni musik;

T o o o

seni tari;
f. senilukis:

q. sastra; dansalau



1]

2)

h. sani peran,

Pembuaten dan pengounasn melode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud

dalam romawi | disesuaikan dengan ketersedian anggaran di KPL Kota,

KPLU Kota dapal bekerda sama dangan instans: lain dalam membuat dan mengaunakan

metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

0. PENDIDIKAN POLITIK

1} Pendidikan Politik bagi Pemilh dapat dilakukan. melalu:

2}

a. mollisas: sosial

b. pemanfaatan jejaring sosia)

c. media lokal atau tradisianal

d. pembeniukan agen-agen atau relewan demokrasi:daniatay

e. bentux lain yang membuat tujuan dan Pendidivan Pemith tarcapai,

Dalam melakukan Pendidikan Poltk sebagaimana dimaksud pada avat 1) KFU Keta
dapat bekerja sama dengan:

a. kelompok atzu organisasi kemasyarakatan:

b, komunitas masyarakat,

t. arganisasi keagamaan,

d. kefompok adat;

2. badan hukum

f. lembaga pendidikan; dan/atzu

g. media mazsa celak dan elektronk,

BAB Il
PARTISIPASI MASYARAKAT

A, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAR PENYELENGGARA PEMILIHAN

!

|

2)

3

Calam penyelenggaraan Parlisipasi Masyaraka: KPU Kota berwenang:

a. mengatur ruang lingkup oelibatan masyarakat da’'am pengambilan kebijakan publik pads
tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemithan

b. mengatur pinak yang dapat bemartisipasi yang mencekup orang, kelompok arang,
badan hukum danfatau masyarzkat adal; dan

¢. menolak elau menarima Fartisipasi Masyarakal bardasarkan persturan perundang-

undangan.

Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayar (1) diselenggarakan sesual dengan lingkup

‘wgas dan fungsi KFL Kota, situasi dan kondisi masyarakat setampat.

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota mempunyai tanggung jawab



4

-0

a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang- undangan
b. memberikan kesempalan yung sefara kepada sefiap arangipihak uniuk berparlisipasi
dalam Pemilihan: dan

¢. mendorong Parbsipasi Masyarakat.
nformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3] hurof a mencakup informasi selunh
tahapan penyelsnggaraan Pamilihar

Wewenang KPU Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilsksanakan sesuai dengan
iingxup tugas dan fungsi masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Dalam penvelenggaraar Partisipasi Masyarakat masvarakat berhak:

a;

or

r 0

{1}

4
.

memeroleh informasi publk terkat dengan Pemilihan sesual peraturan parundang-
undangar;

menyampaikan dan menyebariuaskan informasi publik terkait dengan Pemilinan:
perpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tufisan:

lkut seria dalzm proses penyusunan kebiakan atau peraturan Pemiiihan

kit seria dalam seliap fahapan Pemiliban:

tkut seria dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Femilihan

melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan: dan

memben usulan tindak lanjut alas hasil pangawasan alau Pemantauan Pemiliban,

Il Calam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajin-

.

b.
i3

d.

mengharmati hak crzng lain;

bertanggung jawat: atas pendapat dan findzkannya dalam beroartisipasi:

menjega peleksanaan Parlisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana
dimaksud dalam BAB | huruf ©; dan

menjaga elike dan scpan santun bardasarkan budaya masyarakat

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1)

Z)

Sefiap warge negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi kEagamaan,
kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa catak atau elekdtranik
dapat berpartisipasi pada sebap tahapan Pemilihzn sesuai dengan ketentuan peraturan

perurdang-undangan.

Parlisipasi Masyarakal dalam Pemiihan ssbagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan dalam bentuk;

a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaaan Pemiiihan;

b. Pengawasan pada setiap 1ahapan Pemilihan;

Sosialisasi Pemilihan;

Pendidikan Polifik bagi Pemilih;

e. Pemantauan Pemilihan; dan

=N
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I Survel atau Jajgk Pendapat tentang Pemiliban dan Penghitungan Cepat Hasi

Femilihan,

3} Partisipasi Masyarakat pada Pemilihar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dergan ketentuan:

lidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan ataw menugikan Pasangan Calon;

3.
0. lidak mengganggu proses penyelenggaran tahapan Pemiliban;

¢. bertujuan meningkatkan padtisipasi politik masyarakat secara luas: dan

¢, menderong terwdjudnya suasana yang kondusif bagi penyslenagarazn Pemiihan yang

aman, damai, tertib dan lancar

4} Fartisipasi Masyarakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal dilakukan olsh

persaorangan, organisasi slau kelompok masyarakel pada setiap fahapan Pemilihar

sesual peraturan perundarg-undangan.

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

| Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemiliban sebagaimana dimaksud

dalarm huruf © aya (2] huruf a, terdin atas:

a
.

G

keteribatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
keterlibatan dalam {ahapan Pemilihan; dan‘alay

keteribatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan

Il Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan alau peraturan sebagaimana

dimaksud dalam romawi | huruf a, dapat berupa:

i,

melakukan identifikasi dan membarikan masukan terhadap kebutuhan hukum
y&ng sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang skan
d heantuk;

mendoreng  pejebat yang berwsnang  membentuk  perauran  perundang-
undangan untuk segerz menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-
urdangan;

melakukan penelfitian terhadap pervembargan kebutuban hukum yang sesua
cengan kebijekan atau peraturan gerundang-undangan yang akan dibentuk
membenkan banluan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atay
rancangan peraturan perundang-undangarn;

mengikuti persidangan pambahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang
dinyatakan terbuka unfuk umum;

menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;

mendusung penvedizan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan;

memberkan pendamaingan hukum glau bantuan husgm;

mengajukan keberatan terhadap pemberiacuan kebijakan atau persturan
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perundang-undangan; dan'atau
| melzkukan pemantzuan dan penilsizn ferhadap pelaksanaan kebijgkan atay
peraturan perandang-undangan,

1} Keterlbatan masyarakat dalam fahapen Pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam romavi | huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat
dalam tahepan Pemiihan sesuai dergan ketentuan peraluran pardndang-
undangan

2} Kelerlibatan masyara<at sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat benipa:
8. menjadi pefugas penyelengoara Pemilinar:;
2 membern masukan aiau tanggapan ferhadap pelaksanaan tahapan Pemilibar:
dan/atau

c. menjadi pandukung kegiatan dan peserta Pemilinan,

IV Keteribatan masyarakat dalam evaluas: penvelenggaraan Pemiliban sebagaimana

dimaksud dalam romawi | buruf ¢ dapal berupa:

a. ikul dalam peremuzn evaluasi penyslenggaraan Pemilihan sesuai dengan
lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan phak lain yang terkat: danfatay

b. memberkan masukan atau perdapat  penyempumaan pENyekNGIarazn
Femilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

2. Sosialisasi Pemilihan

1}

2]

4

Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huraf C ayal i2} huruf ¢ dilakukan

dergan tujuan:

a. menyebaruaskan informasi tahapan. jadwal dan program Pemilinan;

b. meringkatkan pengetahuan, semabaman dan kemampuan masyarakat tentang
Pemiliban; dan

¢. meningkatcan partisipasi Pemilih,

Seliap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, arganisasi keagamaan,
sglompek adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa catak atau

alekiranix dapat melaksanakan Sosializasi Famil har

Qalam melaksanakan Sosizlisas Pemiihan sebagaimana dimaksud pada ayal {2)
seliap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, arganisasi keagamaan,
kelompok adat, komunitas masyarakal, badan hukum, lembaga pendidikan dan madia

massa cetak atau sleklronik dapat bekerdja sama dengan KPU Kola,

3. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

1l

Pendidikan Politk bag: Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huraf C ayat (2) huruf o
ditakukan dengan tujuan:
a membangun pergatahuan polifik;
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b, menurmbuhkan kesadaran politk: dan

. meningkatkan parbisipasi palitik,

Setiap warga negara, kelompok orgarisasi kemasyarakatan arganisasi keagamaan,

kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetax atau

elektronik depat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilit,

Dalam melaksanakan Pendidikan Polidk bagi Pemiln ssbagaimana dimaksud pada

ayal {2) seliap warga negara, kelompok. organsasi kemasyerakatan organisas

xgagamaan, kelomook adal, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa

celak atau elektronik dapat bekera sama dengan KPU Kota,

4. Pemantauan Pemilihan

1

3)

4]

Pemantauan Pemilihan sebapaimana dmaksud dalam huraf C ayal (2} hurof 2
dapat dilaksanakan cleh Pemantau Pemilhan Calam MNeger dan Pemantay

Familihan Asing.

Pamaniau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi

persyaratan, sebaga: berkul:

a. bersifat irdapenden;

b. mempunyal sumber dana yang jelas; dar

c. terdafiar dan memperoleh Akreditast dari KPU Kota sasuai dengan cakupan
wilayah pemantauannya.

Selan wajb memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Femantau Femilinan Asing wajb memenuhi persyaratan, sebaga berkul

a4 mempunya kompetensi dan pengalaman sebagal pemantau Pemilihan di
negara lain yang dibukbkan dengan sural pernyalaan dar organisasi
pemantau yang Dersangkutan atay dar pemerintah negara ‘an ‘empa
yarg bersangkutar pernah melakukan pamantauan;

b. memperaign wvisa untuX menjad Pemantay Pamilihan darl perwakilan
Republik indonesiz di luar regar; dan

©. memenuhi tata cara melaxukan pemantavan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan

Pemantau Pemilihar Asing sebagaimana dimaksud pada ayal (1), waiib

melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendas: Kemenleran Luar Neger,

Pemaniau Pemilihan Dalam Meger sebagaimana dimaksud dalam romawi |
ayat {1) wajib mendafiar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kota uniuk
Pemilihan.

Pemantau Pamilihar Asing sebagaimana dimaksud dalam romawi | ayas (1)
wajib menceftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi



3)

4]

5

2}

3

4)

T s 2

farmulir yang dapal diperoleh di Kantor EPU atau Kedutaan BesarKonsulat
Republk Indonesia di negara asal pemantay

Perdafiaran sebagaimana cimaksud pada ayat (1) dan ayat {2), dilaksarakan
sesual dengan fahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraluran
Kemisi  Pemilinan  Umum  lentzng  Program,  Jadwal dan Tahapan

Penyalenggaraan Pemilinan.

Pendaflaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayal (2), dilakukan
dengan mengisi formulir pendaftaran dan  menyarankan  kelengkapan
administrasi yang meliputi

a. profil organisasi lembaga pemanlau;

b. nama dar jumlah anggota pemantau:

G. diokasi anggotz pemantau  Pemilihan masing-masing di kota dan
kecamatan,

d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin
dipantau;

. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pamantauan Pemilihan:

f. pas folo terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilinan;

g. sural pernyataan mengenal sumber dana yang ditandatangani oleh ketua
lembaga Pemantau Pemiliban;

h. surat pernyataan mengenal independensi lembaga pamantaan yang
ditandatangani oleh kelua lembaga Pamantauan Pemilitan:;

I surat peryataan alau pengalaman di bidang pemantauan dani organisasi
pemantau yang barsangkutan atau dad pemerntah negara lain tempal
yang bersangkular peman melzkukan pemaniauan bagi Pemantau
Familihan Asing.

Penambahan nama, jumiah dan alokas! anggota pemantau sarta penambahan
daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) honf b,
husruf €. dan huruf d, ditaporkan kepada KPL! Keta,

KPU  Kola melakusan  penelitan  administrasi  ferhadap  kelenghkapan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam romawi || ayat ().

Dalam melaksanaian peneltian sebagaimana dimaksud pada ayat {1), KPU

Kota dapat membentuk pantiz Axreditas:.

KFU Kola memberikan perseiujuan kepada Pemantzu Pemiihan Dalam
Meger yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasi penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga
Pemantau Pemilihan Dalam Mageri,

“PU memberikan perseluuan kepada Femantau Psmilhan Asing yang
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memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelifan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Familinan
Asing

Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dan gyat
(4) berlaku sejak diterbitkannya serlifikat Akreditasi sampal dengan tahap
penetapan Pasangan Calkon ferpilih apabila pemantauan digjukan untus
seluruh fahapan Pemilihan.

Akreditasi Pemantau Pemiliban sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dan ayat
(4) beriaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaky secara efekiif
mulai tzhapan terttentu, apabila pemantzuan disjukar fidak untuk seluruh
tahapan Pemilihan

#PU menyerankan daflar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diskredilasi
sebagaimana dimaksud pada ayal (4), kepada KPU Kots tlempat dilakukannya

pemartauan,

Tata cara pendaftaran dan pemberian Akredifasi sebagaimana dimaksud dalam

romavwi Il dan romawi Il ditetapkan iebin lanjul dengan Keputusan KPU Kata untuk

Femantau Pemifihan Dalam Negen dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan

Asing.

§

]

2)

Pemantau Pemilhan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilhan Asing vang
memenuhi persyaralan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud
calam romawi || ayat (4) diberi tanda terdaflar sebaga lembaga Pemanlauan
Pemilihan sarta mandapatkan sertifikal Akraditasi dani:

g KFU Keta untuk Pemantau Pamilihan Dalam Meger;

b, KFU uniuk Pemantau Pemilinan Asing

Femantau Pemilihan Dalam Negen dan Pamantau Pemilihan Asing yang tidak
memanuhi kelengkapan persyaraten administrasi sebagaimana  dimaksud
dalarn romawi |l ayat (4) dinyatakan fida® terakreditasi dan dilarang mefakukan

Pemantauan Pemilithan

#PU kota menyampaikan nama dan jumiah pemantau Pemilinan, alokasi
anggota pemantau varg akan dilemoatkzn ke dasran, rencana dan jadwal
kegiatan pemartauan, dan dasran yang akan dipantau sebagaimana dimaksud
dalam romawi [l ayat {4) huraf b, huruf ¢, huruf d, dan hunef e kepada Panitia

Pengawas Pemilihan Kota,
Sebelum melzksanakan pemantauan, Pemantau Pemilinan Dalam Negen dan
Pemantau Pemilitan Asing wajib melzpor kepada Kepolisian Megara Kesaiuan

Repubiik Indonesia setempal yang membawahi wilayah hukum daersh yang



b

dipantau,

VIl Pemantau Pemilhan Dalam Megeri dan Pemantau Pemiihan Asing hanya

il

melakukan pemantzuan pada suaty daerah tertentu sesuai dengan rencana
pemantauan yang telah disjukan kepada KPU atay KPU Kota.

]

]

4]

Anggeta Pemaniau Pemithan Dalam Neger dan Pemantau Pemilihan Asing
selama melaksanakan lugas pemantauan, wajib menggunakan tanda
pengenal pamantau Pemilihan.

Tanda pengenal pemaniau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. tanda pengenal Pemaniau Pemilihan Dalam Meger;

b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.

Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Meger sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan aleh KPU Kota untuk Pemilihan,

martu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimanz dimaksud
pada ayat (2) hurut b diberikan aleh KFU.

Tanda penganal Pemantau Pemilinan sebagaimana dimaksud dalam romawi VIl

mamual informasi tentang;

d,

]

3

nama dan alamat Pemanlau Pemilinan Dalam Meger dan Pemantay Pemilihan
Asing yang memberi lugas

nama anggota Pemantay Pemilihan Dalam MNeged dan Pemantau Pemitihan
Asing yang bersangkutan:

pas folo diri lerbaru anggota Femantau Pemilihan Dalam Neger dan
Famantau Pemilihan Asing yang bersargkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
wilayan kena pemartauan;

normar dan tanggal Akreditas;

masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Megeri dan Pemantay
Pemilihan Asirg.

feluad KPU membububkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal
yang diakreditasi oleh KPU
detua KPU Kola membububkan landa tangan dan stempel pada tanda

penganal yang diakreditasi oleh KPU Kota.

Tanda pengenal Pemartay Pemilinan benskuran 10 cm x 5 om, berwarna
dasar binz tua urtuk Pemantau Pemilihan Datam MNeged, biru muda unbuk

Pemantau Pemilihan Asing
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Lembaga Femantasan Pemilihan mempunyai hak:

mendapatkan akses di wilayan Pemiihan:

mendapatkan perindungan nukum dan keamanan:

mengamak dar mengumpulkan informas: alannya proses  pelaksanaan
Pemilihan dari tahap awal sampai 1ahap akhir;

Jerada di lingxungan tempat pemungutan suara pada hari pamungutan suara
dan memantau jalannya proses pamunautan dan penghitungan suara;
mendapat akses irformasi dan KPU Kola; dan

menggunakan parlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan
Pemilihan sepanjang berxaitan dengan pelaksanaan Pemiliban.

Lembaga Femantauan Pemilihan wajib:

4,

mematuni peraturan perundang-undangan serta menghormali kedaulztan
Megara Kesatuan Republk Indonesia

mematuhi koda etik pamantau Pemiliban,

melaporkan din, mengurus proses skreditasi dan tanda pengenal kepada KPU
Kota sesual dengan wilayah k2rja pemantauan;

melaparkan din kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republix Indonesia di
wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;

mengounakan fanda pengenal selama dalam pemantauan;

mamatuhi permintagn untuk meninggalsan atau tidak memasuki daarah atau
tempat tertertu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan
alasan keamanan,

menanggung sendin semua biaya selama kegiatan pemantauan bedangsung;
melagorkan jumiah dan keberadaan personil Pemantau Pemifihan sera lenaga
pencukung administralifl  kepada HPU  Kota sesual dengan wilayah
pamantauan;

menghormati paranan, kedudukan dan wewenang penyalenggara Pamilihan
sefa menunjukkan skap hormat dan scpan kepada penyelenggara Pemilihan
dan kepada Pemilin;

menghormati adat istiadat dan budaya sslempat;

melaksanakan perannya sabagai Pemantau Pemilihan secara cbyekfif dan
tdak bemihak:

membantu Peamilih dalarm merumuskan pengaduzn yang akan disampaikan
kapada pengawas Pemilinan,

menjamin akurasi data ¢an informas: hasil pemantauan yang dilakukan dengan
mengklarifixas: kepada KPLU Kota, dan

menyampaikan hasil pamantauan mangenal pemungulan dan penghilingan
suara kepada KPU ¥ota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebalum
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pengumuman hasil pemurgutan suara; dan

menyampaikan laparan hasil pemantausnnya kepada KPU Kola dalam wakiy
paling lambat 7 itujuh) har setelah pelantkan Walikota dan Wakil Walikata
surabaya terpilih,

M Lembaga Pemantauan Pemilihar dilarang

AN

d

h.

k.

melakukan kegiatan vyang mengganggu proses kegiaten pelaksanaan
Femilihan:

mempengaruni Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih:
mencampun pelaksanaan lugas dan wewsnang penyskenggara Pemilinan;
memihak kepada paserta Pamilihan tarteniu;

menggunakan seragam, wamna, atau stibut lain yang memberkan kesan
mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

rmenarima atau memberikan hadiah, imba'an, atau fasilitas apapun dari atau
kepada pesarta Pemilihan;

mencampuri dengan cara apapun urusan poliik dan Pemerinlahan dalam
negen Indonssiz dalam hal pemartay Pemilihan merupakan Pemartau
Femilihan Asing,

membawa senjata, bahan peledak. danfatau bahan berbahaya lainnya selama
melakukan parantauan;

masuk ke dalam lempal permungulan suarg;

menyentuh perengkapanialal pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suars
tanpa persatujuan penvelenggara Pamilihar; dan

melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Femilinan,

Kode elik lembaga Permantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi

X hurut b, meliputi

8
b.
B
d.

B

=

non partisan dan netral,

tanpa kakerasan;

mematuhi peraturan perundang-undangan;
sukaraia;

inlegntas;

Kejujuran;

obyektif,

kooparati;

transparan;

kemandirian.

Lembaga Pemantauzn Pemilihan yang melanggar kewsjiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam romawi X1l dan romawi XII, dicabut slatus dan
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haknya sebagai lembaga Pemantauan Pamilihan,

Pencabutan stalus dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilzkukan oleh pember Axredtasi,

Sebelum mencabut slatus dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU

Fota wejib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan,

Pencabutan statuz cdan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada avat (2] diletapkan dergan Keputusan KPU Kola uniuk
Pemantau Pemilihan Calam Megen dan KPU untuk Pemantau Femiliban

Asing.

Dalam hal pelanggeran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, ¥PU Kota
melaporkan kepada #PL.

Dalam hal laporan pelenggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ferbukt,
#“PU mencebut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.

[fenten yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia
menindaklanjut penetapan pencabuan status dan hak Pemantau Pemilhan
Asing sebagaimana dimassud pada ayat (3}, sele’sh berkoordinasi dengan
Menteri yang meryelenggarakan urusan pemerintahan luar nager sesuai
peraturan perundang-undangan,

Lembaga Pemantauan Pemilihan yang felah dicabut status dan haknya
sebagai lembaga Pemantauan Pamilhan dilarang menggunakan afribut
lembaga Femantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yvang berhubungan

dengan Pemantauzn Pemilihan,

Pelanggaran lerhadap kewsjiban dan lerangan yang bersifal tindak pidana
danfatau perdata vang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Permilinan,

dikenal sanksi sesual peraturan perundang-undangan.

3. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat

1l

2

Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat den Panghitungan
“epat Hasil Pemdinan sebagaimana dimaksud daiam BAB Il hunf C ayat (2)
beruf f,

Survel atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melfiputi;

a. Survei tentang perilaku Pemilih;
b, Survei teniang hasil Pemiiihan

L]

- Survar teniang kelembagaan Pemilhan seperti penyelerggara Pemilinan,
Farlar Foltk, parlemensegisialif, pemenniab; dan/atau

d Surei tentang Fasangan Calon,
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1) Survei ateu Jajak Pendapat dar Penghitungan Cepat Hasil Pemilifan

2]

2)

2

dilakukan cleh lembaga yang telah terdaitar di KFLU Kota,

Pendaftaran lembaga Survel atau Jajak Pendapet dan Penghitungan Cepat
Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KPU Kota.

Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Panghitungan
Cepal Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam romawi |l ayal [1), waiib
mendaftar pada KPU Kotz dengan menysrahkan dokurnan, berupa
a. akte pendiian'tadan husum lembaga;
b. susunan kepengurusan lembaga;
¢. sural keterangan domisili dan kelurahan atau instansi pemerintahan
setempat;
d. pas fote berwama pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x & em sabanyak 4
[empat) lembar,
&. sural pemyataan bahwa lembaga Survei
1. lidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atzy marugikan
peserta Pemilinan;
2. ftidak menggangqu proses penyelenggaraan tahapan Pemifinan:
3. bertujuan meningkatkan Farisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong  terwujudnya suasana  kondusif bagi  penvelenggaraan
Femilihan yang amar, damai, terib, dan lancar

l;,!'l.

banar-beras melakukan wawancara dalam pelaksanaan survel atau

|alak pendapat;

]

bidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
menggunakan metode penelitian iimiah; dan

g G

melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana,
jumlah responder, tanggal dan tempal pelaksanaan Survel atau Jajak
Pendapal dan Penghifungan Cepat Hasit Pemilihan,

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30

itiga puluk) hari sebelum hari pemungutan suara,

Pengumuman hasi' Survei alau Jajak Pendapat dan Fenghilungan Cepat Hasil
Permilihan dilakukan dengan membertahukan sumber dana, melodologi yang
digunakan, jumian responden, langgal pelsksanaan  Survel,  cakupan
pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan

hasil resmi penyalenggara Pemifihan.

Pelaksana Survel alau Jajgk Pendapat dan pelaksans Penghitungan Cepat
Hasi! Familihan dalam mengurumkan danfatau menyebarluaskan hasilnya
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1)

&y

1)

.30 -

wajio memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannys

oukan merupakan hasil resmi panyelengoara Pamilhar.

Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Panghitungan Cepa
hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota tempat
pelaksana Survel atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghilungan Cepa;
Hasil Pemilihar ‘erdaftar paling lambal 15 {ma belas) hari setsiah

pengumurnan basil Survel dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilinan,

Lagoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliput;

a. informasi lersait status badan hukum;

b. keterangan terdaflar sebagal lembaga pelaksana Survel atau Jzjek
Fandapat dan palaksana Pengnilungan Cepat Hasz| Pemilihan

3

SUSUNEN KEpENgUIISEN,

d. sumbar dang;

&, alat yang digunakan;

f. metodologi yang digunakan; dan

=

g, hasil Survel atau Jajak Pendapat dan Penghitungen Capat Hasil Pemilihan

Pelaksana Survel atau Jajak Pendapal dan pelaksana Penghitungan Cepat
Hasil Parnilihan wajib menyampatkan salinan hasil Survei atau Jaiak Pendapat
dan hasi! Fenghilungan Cepat kepada KPU Kota,

Pengaduan masyarakal lerhadap pelaksanaan Survel atau Jajak Pendapal
dan Penghilungan Cepal Hasii Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU

Kota dengan menyertakan idenfitas paiapor,

Calam menindaklanjuti pengaduan masyarakal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KPU Kofa dapat membentuk Dewan Ebk atau menyerahkan
pengaduan lersebut kepada asosiasi lembaga Surval atay Jajak Pendapat
untuk merdapatkan pendaian dugzan pelanggaran elka yang dilakusan cigh
pelaksana Survei atau Jajak Pendapal dan pelaksana Penghilungan Cepat
Hagil Pemiliban,

Cewan Etk sebagaimana dimaksud dalam romawi V| ayat [2) berfumian 5
tlimay grang, yang ferdin dar;

a. 2 [dua}orang akademisi;

b. 2 [dua)} arang prefesionalahli lembaga Survei; dan

. 1 {satu) crang Anggola KPL Kela

Calon anggata Dewan Elik sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak berasal

dari anggota dan/atau parisan Fartai Polifik,
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VI 1} Dewan Efik sebagaimana dimaksud dalam romawi VIl ayat (1) ditetapkan aleh
KFL Kota,

2] Penetapan anggota Dewar Elk sebageimana dimaksud peda ayal (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kota.

% 1) KPU Kola dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak
Pendapat dan pelaksana Fenghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukii

melakukan pelanggaran etika.

¢ Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbenluk pemyataan
tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survel atau Jajak

Pendapat atau Penghiiungan Cepat Hasil Pemilitan.

3y Pelanggaran tindak gidana Pemilihan yang dilakukan oleh oelaksana Survei
slau Jajak Pendapat dan pelaksara Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan,

dikena sanks: sesuai undang-undang tantang Pemifihan.

BAB IV
AKSES DATA DAN INFORMASI

11 ®PU Kota memberikan akses data dan infermasi yang bersifal terbuka kepada Pemilih,

Z) Akses dafa dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) dapal ditayangkan pada
laman KFLU Kola dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB IV
PENUTUP

eputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi SURABAY A
Fada Tangoal 13 el 2015
EOMIST PEMILIHAMN URMUM
KOTA SLIRABAYA
KETUA
ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan.s ngan aslinya
KONIBE AN UMUM
: ;;*;-ﬁ":':lm TR

Drh. SUNARND ARISTONO, M.Si
FEMBINA TH. |
MNip, 19710202 193602 1 001



LAMPIRAN 2

KEPUTLSAN  #DMISL PEMILIHAN. UMUR KCTA
SURABAYA NOMOR FiKpts®PL-Koig 014 320045/2013
TENTAME PEDOMAN  TERNIG  PELAKSAHAAN
SOZIALIZAST  DAN  PARTIZIPAS]  MASYARARAT
DALAM  PEMILIHAN  WALIKOTA  DAN- WAKIL
WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA

SURAT PERMYATAAN 1

' SURARAYA
2,

SURABAYA
1,
,

SURAT PERMYATAAN 2

FORMULIR P=NDAFTARAN PEMANTAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKITA

KARTL AXREDITAS! PEMANTSU PEMILHAN WALIKOTA DAN WAKIL wWaLIKOTA



i

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAY A TALHLUN 2015

Yang besanda tangan di baveak ini ;

tama Urgamisasi & Badan Flukum ¢

chm‘:ﬂ;ﬂ" _Eﬂ:ﬂ 9‘5] e e

Akle Nodneis Orannisasi L B S Lot AT T

Mama ketua, Bekretaris alou Punpinan

Organisasi R e S
Mamer KTE ¢ Paspor L A ) R e T R T T S e TS P B

Alpmat Lenghap Orapnisasi - Badan .
““_{um E J]Gr\srﬂmngml :-cJ ______________________ R e IR R LR EH - P TSP S i P B

Megara Asal *)

(K hmsns Pormamiai 1usr N‘l_'_l_:l_':l'i'l e R s T R T =y T s o e B s
Moo T-:lﬁl.'lf:lll K. antor R T T T A e B s T e e L e i e
Farc EAREmdliEERRIOT 00000000 D At teind ket bladmp ) TR s e PR iy vl s il i
Email Banlor T e R s e A e e G 8 L I A L

Jumtah AHEE{HJ‘I Fermuanlig = T A e B i e 4 A e L ek e L

lacrah ! 1,'.‘-'i|H1-_.‘|_|-, ViU il'l.il.-lj'l IJ;[J|.1II.l'.1'J TR S s s i G i VR e ey enissaee

Pengaiamuan Pamantau ]

thU.‘iU:‘i Ptﬂllﬁll[ﬂ'i LL”.”- Nﬂ{:,u‘l'i,'l ’ R S 5 o AR B s | AP o s 3w el 0 1 o i A= e

Alukasi Anggota Pemantau di masing-

mesigdassh, 0000 U BN S e e

Sumber Dana Pemantay NS syl ¥ | A FRISL 1 G (o s

Meemikian keteranegan ini sayva buat dengan sebenarnyi, dan apabila terdapal Ketidakbenarsn weehadap darq
pada {siab formulir diatas, saya bersedia meénanpeung akibat hukomnya dan hersedis menneti dan nematuhi
segale ketentuan vanga telah ditetapkan oleh KPU Kota Surabaya.

Pemohon

L-Mmmn Lengkap et F Persaaraingat)

Criisi aleh Panitia Akreditas

Momor Akreditas R T R R
Diterima Oleh P ey Ui S ARV o ; Diterima Tangpal T PR
Tanda Tengean Perselujuin Disetogui Tanggel 0 s

Kewa Panitia Akredilast



KOMIST PEMILIIAN UNUN
KOTA SURABAYA

KARTU AKREDITASI PEMANTAL

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAY A TAHUN 2015

Mama Pemantau

M emor & kreditas:
Alarat Pemantau

Nama Anggole Pemantay

Alamat Tempat Tinggal Angeot
Femantay

Wilivah Pomintau

PAS FOTO

dxbom

KOMIS] PEMILIR AN LML

KOTA SURABAYA

K. ztua

pMama benghag)



SURAT PERNYATAAN

Sava yang bertanda tangan &1 bawah i
Murmn B ey i e e s an T R

Jabatan e e R T e e e s

Menyatakan balwa Lembaga / Perseorungan *) Pemaniag Pemiliban Walikota dan Wkl
Walikota Surabaya Tahun 2015, memiliki dana yang berasal dari oot
Demikisn pernyataan it saya buat dengan sesungguhnya. dan jika dikemuodion haet jemyais
pemyatann yang sava buat tidak benar, maka sava bersedia dituntul di muka pengadilan sesua dengan

peraturan ]'IEL'L'I'."IL:|H]'I __LE-LIH':JEIHEH.H.

SUrabaya, e e N

(ama Lenghogp



SURAT PERNYATAAN

Sava vang hertanda tangan oi bawal ini
Mama M et PP PP Uy |

Jabatan L —" B N UL e PRy s LTI R S RSy e R s .

Menvatakan bahwa Lembaga ¢ Perseorangan *1 Pemantau Pemilikan Walikotn dan Walal
Walikots Surabava Tahun 2015.adalah Lembaga ¢ Perseorangan *) yung imlependen dan wudak
merihak kepada kepentingan manapun.

Demikian pernvataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian han temyvaty
peritvalaan vang saya buat tidak benar, maka sava bersedia dituntut di muka peneadilan sesual dengan

peraluran perundang-undangan,

{Mama Lenghap)



